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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Semakin banyaknya jumlah kendaraan di Indonesia harus di dukung oleh 

sarana prasarana jalan yang baik, aman dan nyaman. Keberadaan jalan raya yang 

menghubungkan antar wilayah sangat berperan sebagai jalur pendistribusian 

barang dan jasa melaui transportasi darat. Hal ini perlu mendapat perhatian kita 

semua sebagai sebuah kebutuhan yang dapat dikatakan dasar. Indonesia sebagai 

salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di 

Asia Tenggara, sedikit banyaknya telah mengalami peningkatan dalam intensitas 

aktivitas sosial ekonomi seiring dengan kemajuan ekonomi yang telah terjadi. 

Aktivitas masyarakat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat 

disuatu wilayah merupakan faktor utama pembangkit kebutuhan perjalanan yang 

memerlukan adanya tingkat efisiensi, keamanan, serta kenyamanan dalam 

perjalanan. Peningkatan jumlah pergerakan yang terjadi juga akan menuntut 

kualitas maupun kuantitas prasarana penunjang yang seimbang.
1
 

Sebagai negara yang sedang membangun perekonomian dan integrasi 

nasional yang menjadi bagian dari upaya menunjukan kesejahteraan umum untuk 

masyarakat, seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai 

macam usaha dalam pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang. 

Pelaksanaan pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik 

seperti pembangunan dan perbaikan jalan, gedung, pembangunan fasilitas umum 

namun di dalamnya juga harus ada tujuan yakni meningkatkan keamanan bagi 

masyarakat. Meningkatkan keamanan merupakan hal yang sangat penting sebab 

keamanan dapat mendorong terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam 
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hal ini keamanan yang di maksudkan bukan karena tidak ada perang akan tetapi 

dalam segi lainnya seperti keamanan dalam menggunakan jalan raya.
2
 

Undang-undang  Nomor  38  Tahun  2004  Tentang  Jalan menguraikan  

lebih jelas tepatnya pada Pasal 16 Ayat (1)  bahwa “Wewenang pemerintahan 

kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan 

kabupaten dan jalan desa”.
3
 Dan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 

pada Pasal 24 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “Penyelenggara 

jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan lalul intas”.
4
 

Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah 

(Perda) Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Jalan, yang mengatur berbagai aspek dalam penyelenggaraan jalan, termasuk 

pemeliharaan dan perbaikan jalan yang rusak. Peraturan ini bertujuan untuk 

memastikan infrastruktur jalan yang memadai, aman, dan berkelanjutan bagi 

masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

(DPUTR) Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam 

mengimplementasikan peraturan ini melalui berbagai kebijakan dan program 

pemeliharaan jalan. 

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi 

berbagai kendala, mulai dari keterbatasan anggaran, lambatnya respons terhadap 

laporan kerusakan jalan, hingga kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah 

dan masyarakat. Hal ini menyebabkan masih banyak jalan yang rusak tidak segera 

diperbaiki, sehingga mengganggu aktivitas warga dan berpotensi menimbulkan 

kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap 

efektivitas implementasi Perda ini guna memastikan bahwa kebijakan yang telah 

ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi 

masyarakat. 
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Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung 

Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan, proses pemeliharaan jalan 

di wilayah ini cenderung bersifat sektoral dan kurang terkoordinasi. Kegiatan 

pemeliharaan sering kali dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak tanpa 

perencanaan jangka panjang yang terstruktur. Hal ini menyebabkan 

ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran dan kurangnya standar teknis yang 

konsisten dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan. Selain itu, keterlibatan 

masyarakat dalam proses pemeliharaan jalan masih minim, sehingga aspirasi dan 

kebutuhan lokal kurang terakomodasi. 

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016, terdapat 

perubahan signifikan dalam pendekatan pemeliharaan jalan di Kabupaten 

Bandung. Perda ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi 

penyelenggaraan jalan, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan pemeliharaan jalan. Salah satu perubahan utama adalah penerapan 

standar teknis yang seragam untuk semua kegiatan pemeliharaan, yang mencakup 

klasifikasi jalan, metode pemeliharaan, dan kriteria prioritas perbaikan. Selain itu, 

perda ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pengawasan pemeliharaan jalan, sehingga kebutuhan lokal dapat lebih 

terakomodasi. Dengan adanya perda ini, diharapkan pemeliharaan jalan menjadi 

lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas 

infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung. 

Berdasarkan Paragraf 6 Pemeliharaan dan Pengoperasian, Pasal 37 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Jalan bahwa pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin, 

pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
5
 

Berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan, pemeliharaan jalan terdiri 

dari tiga jenis utama, yaitu pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan 

rehabilitasi, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam 
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menjaga kualitas jalan. Pemeliharaan rutin meliputi kegiatan yang dilakukan 

secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk menjaga kondisi jalan tetap layak 

pakai, seperti pembersihan drainase, penanganan lubang kecil, perbaikan marka 

jalan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan pemeliharaan 

berkala merupakan pekerjaan yang dilakukan pada interval waktu tertentu untuk 

memperbaiki kerusakan yang lebih signifikan namun belum sampai pada tahap 

rehabilitasi, misalnya pengaspalan ulang lapisan permukaan jalan, perbaikan 

kerusakan kecil pada struktur jalan, dan penggantian elemen yang mulai menurun 

fungsinya. Rehabilitasi merupakan tindakan pemeliharaan yang lebih intensif dan 

menyeluruh dengan tujuan memperbaiki atau mengembalikan fungsi jalan yang 

sudah mengalami kerusakan berat, mencakup perbaikan struktur jalan, 

penggantian lapisan dasar, dan rekonstruksi bagian-bagian jalan yang rusak parah. 

Ketiga jenis pemeliharaan ini harus dilaksanakan secara terintegrasi dan terencana 

untuk memastikan jalan di Kabupaten Bandung dapat berfungsi optimal dalam 

jangka panjang sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
6
 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai anggota eksekutif 

penyelenggaraan pemerintah di bagian pekerjaan umum dan penataan ruang wajib 

membantu kemajuan wilayah melalui pelaksanaan perbaikan yang terkoordinasi, 

efektif, dan efesien dengan menitik beratkan pada kelancaran penyelenggaraan, 

orientasi keadilan dan mengingat administrasi yang baik dalam siklus pencapaian 

tujuan perbaikan daerah. Rencana strategi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan 

Kota Bandung yang dipikirkan dengan matang telah mempertimbangkan potensi, 

peluang dan hambatan yang mungkin muncul, serta memuat visi, misi, sasaran, 

strategi, program dan pelaksanaan yang masuk akal. Tindakan yang terdefinisi 

dengan baik ini merupakan suatu susunan kegiatan-kegiatan dan latihan-latihan 

mendasar yang akan dilaksanakan dan mengikat seluruh bagian/tingkatan pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, untuk dijadikan sebagai semacam cara 

pandang dan tolak ukur dalam menyusun dan melaksanakan penyelenggaraan 

pelayanan guna mendukung pembangunan di Kabupaten Bandung. 
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Ke$giatan pe$me$liharaan ini be$ragam dan te$rse$bar di se$luruh 

kabupate$n/kota, dan pe$ke$rjaan rutin sulit diukur dan dike$ndalikan. Kare$na 

kurangnya koordinasi, sumbe$r daya tidak dapat dipakai se$cara e$fisie$n dan 

mungkin me$sin akan te$rhe$nti. Akibatnya, pe$ke$rjaan pe$me$liharaan se$ringkali 

dilakukan se$cara tidak e$fisie$n dan produktivitas me$njadi re$ndah. Te$tapi yang 

te$rjadi kali ini adalah se$bagian jalan pe$de$saan yang me$nghubungkan de$sa-de$sa 

kurang me$ndapat pe$rhatian dari pe$me$rintah dae$rah se$bab pe$me$rintah le$bih fokus 

te$rhadap jalan yang dapat me$nyambungkan jalan kota atau jalan utama dari satu 

provinsi ke$ provinsi lain. Kurangnya pe$rhatian dibe$rikan pada re$vitalisasi jalan, 

se$hingga me$mpe$rlambat pe$mbangunan de$sa-de$sa pe$sisir. Dinas Pe$ke$rjaan Umum 

dan Tata Ruang me$mbe$rikan bantuan ke$pada masyarakat de$ngan cara me$mbuat 

ke$bijakan te$knis dan me$lakukan ke$giatan te$knis ope$rasional dalam aspe$k 

pe$ke$rjaan umum, se$rta de$ngan me$mbe$rikan pe$layanan ke$se$kre$tariatan di bidang 

pe$laksanaan te$knis. Se$cara ke$se$luruhan, siste$m dan pe$layanan infrastruktur jalan 

kabupate$n te$rse$but kini te$lah me$njangkau se$luruh ke$camatan di Kabupate$n 

Bandung. 

Jaringan jalan me$rupakan satu ke$satuan jaringan jalan yang te$rdiri atas 

siste$m jaringan prime$r dan siste$m jaringan jalan se$kunde$r yang te$rjalin dalam 

hubungan hie$rarkis. Kondisi jaringan jalan baik di suatu wilayah me$miliki 

ke$te$rkaitan e$rat de$ngan pe$rtumbuhan e$konomi dan kondisi sosial budaya. 

Infrastruktur jalan yang baik dapat me$njadi salah satu modal sosial masyarakat 

dalam me$njalankan ke$giatan pe$re$konomian se$hingga dapat me$ningkatkan 

pe$rtumbuhan e$konomi. Kondisi jaringan jalan dalam suatu wilayah me$rupakan 

hal yang pe$nting dalam me$nunjang mobilisasi masyarakat untuk dapat 

me$ningkatkan sosial budaya ke$hidupan dan pe$re$konomian masyarakat. Hal ini, 

me$njadi alasan jaringan transportasi me$me$rlukan kapasitas dan kompatibilitas 

yang optimal dalam pe$nge$mbangan suatu wilayah se$hingga dapat me$ncapai 

pe$mbangunan be$rke$lanjutan dan pe$rge$rakan manusia dan barang dapat dilakukan 

se$cara maksimal. 

Be$rdasarkan re$alisasi pe$mbangunan jalan Kabupate$n Bandung sampai 

de$ngan tahun 2022 didapatkan hasil e$valuasi pe$mbangunan jalan be$rdasarkan 
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kondisi jalan mantap se$be$sar 88,5% de$ngan targe$t yang dite$tapkan tahun 2022 

yaitu se$be$sar 87,90%. Hal ini, me$nunjukkan tahun bahwa proporsi jalan mantap 

tahun 2022 te$lah te$rcapai se$suai de$ngan targe$t. Se$lain itu, se$jak tahun 2022 

panjang jalan Kabupate$n Bandung me$ngalami ke$naikan me$nurut Pe$raturan 

Bupati Nomor 620/KE$P.521-DPUTR/2022 dikare$nakan te$rdapat pe$ne$tapan jalan 

de$ngan status de$sa me$njadi jalan kabupate$n se$panjang 268,07 km de$ngan total 

Panjang jalan kabupate$n me$njadi 1428.36 km. Le$bih rinci me$nge$nai pe$rse$ntase$ 

jalan mantap Kabupate$n Bandung tahun 2022 dilihat be$rdasarkan proporsi kondisi 

jalan kondisi baik dan se$dang yang dapat dilihat pada tabe$l di bawah ini.
7
 

Tabel 1.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi 

Tahun 2020-2022 

 

NO 

 

Uraian 

Tahun 

2020 2021 2022 

1 Kondisi baik (km) 679,751 589,479 589,379 

2 Kondisi se$dang (km) 252,985 349,428 437,558 

3 Kondisi rusak (km) 6,590 66,020 - 

4 Kondisi rusak be$rat (km) 220,967 155,366 133,360 

Jalam secara keseluruhan (km) 1.160,293 1.160,293 1.160,297 

5 Proporsi kondisi baik (%) 58,58 50,80 50,79 

6 Proporsi kondisi se$dang (%) 21,80 30,12 37,71 

7 Proporsi kondisi rusak (%) 0,57 5,69 - 

8 Proporsi kondisi rusak be$rat (%) 19,04 13,39 11,49 

Sumbe$r: Dinas Pe$ke$rjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupate$n Bandung 2023. (data diolah pe$nulis, 

2024) 

Tabe$l di atas me$nunjukkan data kondisi jalan di Kabupate$n Bandung 

se$lama tiga tahun, yaitu 2020, 2021, dan 2022, de$ngan rincian panjang jalan 

dalam kilome$te$r se$rta proporsi kondisi jalan be$rdasarkan kate$gori. Pada tahun 

2020, jalan yang dalam kondisi baik me$ncapai 679,751 km atau se$kitar 58,58% 

dari total panjang jalan, se$dangkan pada tahun 2021 dan 2022, panjang jalan 
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dalam kondisi baik me$nurun me$njadi 589,479 km (50,80%) dan 589,379 km 

(50,79%) se$cara be$rturut-turut. Se$me$ntara itu, jalan yang be$rada dalam kondisi 

se$dang me$ngalami pe$ningkatan, dari 252,985 km (21,80%) pada 2020 me$njadi 

349,428 km (30,12%) pada 2021, dan se$makin me$ningkat me$njadi 437,558 km 

(37,71%) pada 2022. Jalan yang rusak me$ngalami lonjakan signifikan pada tahun 

2021, de$ngan panjang 66,020 km (5,69%), te$tapi pada tahun 2022, data untuk 

kondisi rusak tidak te$rse$dia. Jalan yang rusak be$rat pada tahun 2020 me$ncapai 

220,967 km (19,04%), yang me$nurun me$njadi 155,366 km (13,39%) pada 2021, 

dan ke$mbali me$nurun me$njadi 133,360 km (11,49%) pada 2022. Se$cara 

ke$se$luruhan, me$skipun proporsi jalan dalam kondisi baik me$nurun se$dikit, 

kondisi jalan se$cara ke$se$luruhan me$nunjukkan pe$rbaikan, te$rutama pada kate$gori 

jalan de$ngan kondisi se$dang dan rusak be$rat yang se$makin be$rkurang. 

Sulit untuk me$ncapai jalan yang stabil 100%  kare$na be$gitu suatu ruas 

jalan dibangun atau dipe$rbaiki, kualitas strukturnya juga me$nurun se$hingga 

kualitas jalan me$njadi se$makin buruk. Namun laju pe$nurunan kualitas konstruksi 

jalan dipe$ngaruhi ole$h je$nis pe$rmukaan jalan dan kualitasnya. Ole$h kare$na itu, 

se$makin baik pe$rmukaan jalan maka akan se$makin lama pula ke$tahanannya 

se$be$lum te$rjadi ke$rusakan. Ole$h kare$na itu, dipe$rlukan biaya pe$me$liharaan jalan 

yang be$rke$lanjutan untuk me$njaga atau me$njaga kualitas konstruksi jalan, se$rta 

biaya pe$rbaikan tipe$ pe$rmukaan untuk me$mpe$rtahankan kondisi jalan dalam 

jangka waktu yang re$lative$ lama.
8
 

Ke$rusakan akibat lalu lintas pada jalan di be$rbagai dae$rah, khususnya pada 

zaman mode$rn, me$nggambarkan pe$rsoalan yang me$nye$luruh dan ke$susahan yang 

ditimbulkannya sangatlah be$sar te$rutama untuk pe$ngguna jalan, se$pe$rti jarak 

te$mpuh yang lama, ke$mace$tan lalu lintas, ke$ce$lakaan, dan lain-lain. Ke$rugian 

te$rse$but akan me$ngakibatkan ke$rugian e$konomi global kumulatif bagi kawasan. 

Pe$me$rintah dae$rah pe$rlu me$mbe$rikan pe$rhatian le$bih te$rhadap aspe$k ini kare$na 

jalan adalah suatu kompone$n pe$nting dalam me$ncukupi ke$pe$rluan dan 

me$laksanakan aktivitas se$hari-hari. 

                                                           
8
 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum Dan 
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Se$lain ditinjau dari sisi pe$raturan ke$we$nangan pe$me$rintah dalam 

pe$me$liharaan jalan, hal ini dapat ditinjau dalam sisi hukum islam. Salah satu 

landasan hukum islam yang me$mbahas ke$we$nangan, ke$bijakan dan ke$maslahatan 

yakni te$rdapat pada kajian siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah me$ncakup 

aspe$k aktivitas yang be$nar-be$nar me$rata dan me$nye$luruh. Se$mua pe$rmasalahan 

te$rse$but, dan pe$rmasalahan siayasah dusturiyah biasanya tidak te$rle$pas dari dua 

pe$rihal pokok: pe$rtama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran ataupun hadits, 

maqosidusy syar’iyyah, se$rta se$mangat ajaran Islam dalam me$ngontrol 

masyarakat, yang tidak pe$rnah be$rubah bagaimanapun transformasi masyarakat.
9
 

Dalam siyasah dusturiyah te$rdapat prinsip-prinsip diantaranya prinsip 

ke$we$nangan dan ke$bijakan untuk ke$se$jahte$raan masyarakat dan ke$maslahatan 

ne$garanya. Hal ini se$suai de$ngan kaidah siyasah yang se$bagai be$rikut: 

 

Artinya: ”Tindakan pe$mimpin (Imam) te$rhadap rakyatnya harus dikaitkan 

de$ngan ke$maslahatan.”
10

 

Kaidah ini me$rupakan acuan bagi para pe$mimpin atau pe$me$rintah dalam 

me$ngambil ke$bijakan-ke$bijakan yang be$rkaitan de$ngan rakyat. Se$bagai 

pe$me$gang amanat, para pe$mimpin diharapkan me$mpe$rtimbangkan ke$maslahatan 

rakyatnya dalam me$ne$ntukan ke$bijakan untuk mendatangkan suatu kebaikan. 

Dengan demikian tindakan pemimpin yang hanya sekedar menuruti hawa nafsu 

serta kesenangan sendiri dan tidak membawa kebaikan untuk rakyat itu tidak 

dibenanrkan. Kaidah ini juga menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama 

dalam penyelenggaraan pemerintah dan kepemimpinan. Setiap kebijakan yang 

diambil haruslah ditujukan untuk mencapai kemaslahatan, baik dalam hal agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. 

De$ngan de$mikian, adanya ke$ndala ke$we$nangan pe$me$rintah te$rhadap 

pem$e$liharaan jalan ditinjau dari pe$raturan indone$sia dan ditinjau hukum islam. 

De$ngan adanya pe$rmasalahan yang te$lah dije$laskan se$be$lumnya, pada 
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ke$se$mpatan ini pe$ne$liti te$rtarik untuk me$lakukan pe$ne$litian proposal pe$re$ncanaan 

de$ngan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 

23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jalan Terhadap Pemeliharaan 

Jalan Rusak Oleh Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata 

Ruang (Dputr) Perspektif Siyasah Dusturiyah”. 

Maka dari itu, pe$ne$litian me$nge$nai imple$me$ntasi Pe$rda Kabupate$n 

Bandung Nomor 23 Tahun 2016 dalam pe$rspe$ktif Siyasah Dusturiyah me$njadi 

sangat pe$nting untuk me$ngkaji se$jauh mana pe$me$rintah dae$rah te$lah me$njalankan 

amanah dalam pe$me$liharaan jalan. Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat 

me$mbe$rikan re$kome$ndasi ke$bijakan yang le$bih e$fe$ktif dalam me$ningkatkan 

kualitas infrastruktur jalan di Kabupate$n Bandung, se$rta me$mastikan bahwa 

ke$bijakan publik yang dibuat se$suai de$ngan prinsip-prinsip tata ke$lola 

pe$me$rintahan yang baik dalam Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Se$suai de$ngan pe$rsoalan yang sudah dije$laskan di atas, agar pe$ne$litian 

bisa te$pat sasaran dan me$mbe$rikan hasil yang diharapkan, maka pe$rlu dirumuskan 

suatu pe$rsoalan yang bisa dijadikan landasan dan pe$tunjuk dalam me$lakukan 

pe$ne$litian. Rumusan masalah dalam pe$ne$litian ini yakni se$bagai be$rikut: 

1. Bagaimana Imple$me$ntasi Pe$raturan Dae$rah Nomor 23 Tahun 2016 

te$ntang Pe$nye$le$nggaraan Jalan te$rhadap pe$me$liharaan jalan rusak ole$h 

Dinas Pe$ke$rjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR)? 

2. Bagaimana ke$ndala yang dihadapi ole$h Pe$me$rintah Dae$rah Dinas 

Pe$ke$rjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR) te$rhadap pe$me$liharaan jalan 

rusak?  

3. Bagaimana Pe$rspe$ktif Siyasah Dusturiyah te$rhadap imple$me$ntasi 

Pe$raturan Dae$rah Kabupate$n Bandung Nomor 23 Tahun 2016 te$ntang 

pe$nye$le$nggaraan jalan te$rhadap pe$me$liharaan jalan rusak Ole$h Dinas 

Pe$ke$rjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR)? 
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C. Tujuan Penelitian  

Pe$mbahasan pe$ne$litian ini pastinya me$miliki tujuan pe$ne$litian yang me$sti 

dicapai ole$h pe$ne$liti, yakni se$bagai be$rikut: 

1. Untuk me$nge$tahui Imple$me$ntasi Pe$raturan Dae$rah Nomor 23 Tahun 2016 

te$ntang Pe$nye$le$nggaraan Jalan te$rhadap pe$me$liharaan jalan rusak ole$h 

Dinas Pe$ke$rjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR)?. 

2. Untuk me$nge$tahui ke$ndala yang dihadapi ole$h Pe$me$rintah Dae$rah Dinas 

Pe$ke$rjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR) te$rhadap pe$me$liharaan jalan 

rusak be$rdasarkan Pe$raturan Dae$rah Nomor 23 Tahun 2016 Te$ntang 

Pe$nye$le$nggaraan Jalan. 

3. Untuk me$nge$tahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah te$rhadap imple$me$ntasi 

Pe$raturan Dae$rah Kabupate$n Bandung Nomor 23 Tahun 2016 te$ntang 

pe$nye$le$nggaraan jalan te$rhadap pe$me$liharaan jalan rusak Ole$h Dinas 

Pe$ke$rjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR). 

D. Manfaat Penelitian 

Pe$ne$litian yang dilakukan ole$h pe$ne$liti ini diharapkan dapat me$mbe$rikan 

manfaat te$oritis dan praktis yang luar biasa.   

1. Manfaat te$oritis   

Ke$gunaan pe$ne$litian ini yaitu untuk me$mbe$rikan partisipasi atas e$kspansi 

dan inte$grasi khazanah ilmu Siyasah Dusturiyah di bidang pe$me$liharaan jalan 

di Kabupate$n Bandung ole$h Dinas Pe$ke$rjaan Umum dan Tata Ruang 

(DPUTR) be$rlandaskan Pe$raturan Dae$rah Nomor 23 Tahun 2016 Te$ntang 

Pe$nye$le$nggaraan Jalan se$cara e$ksklusif dan pe$nge$tahuan umum hukum tata 

ne$gara, diharapkan juga bisa me$njadi acuan bagi pe$me$rintah khususnya 

Pe$me$rintah Kabupate$n Bandung  untuk me$nyusun dan me$laksanakan 

pe$raturan be$rdasarkan harapan dan ke$butuhan masyarakat. Pe$ne$litian ini juga 

nantinya be$rguna untuk dijadikan acuan ole$h pihak-pihak yang he$ndak 

me$laksanakan pe$ne$litian lanjutan de$ngan pe$mbahasan yang sama. 

2. Manfaat praktis 

Dalam prakte$knya manfaat praktis pada hasil pe$ne$litian ini diantaranya 

yaitu:   
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a. Bagi pe$ne$liti, pe$ne$litian ini bisa me$mbantu untuk me$raih ge$lar Sarjana 

Hukum (SH). 

b. Bagi pihak institusi yaitu Unive$rsitas Islam Ne$ge$ri Sunan Gunung Djati 

Bandung, pe$ne$litian ini me$njadi de$dikasi gagasan pe$nulis te$rhadap 

e$kspansi ilmu pe$nge$tahuan be$se$rta wawasan dalam aspe$k hukum 

ke$tatane$garaan khususnya bidang Siyasah Dusturiyah. Ole$h kare$na itu, 

Otoritas Pe$me$rintah Dae$rah Kabupate$n Bandung me$minta agar 

pe$rmasalahan ini dianggap se$bagai cara loyalitas yang tulus.   

c. Pe$ne$litian ini be$rmanfaat bagi masyarakat kare$na dapat me$nambah 

pe$nge$tahuan ilmiah baru dan pe$mahaman yang le$bih baik se$iring de$ngan 

munculnya cara be$rpikir te$rkini. 

E. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian 

Ruang lingkup pe$ne$litian Imple$me$ntasi Pe$raturan Dae$rah Kabupate$n 

Bandung Nomor 23 Tahun 2016 Te$ntang Pe$me$liharaan Jalan Ole$h Pe$me$rintah 

Dae$rah Dinas Pe$ke$rjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR) Pe$rspe$ktif Siyasah 

Dusturiyah  me$liputi: 

1. Aspe$k hukum: Pe$ne$litian ini akan me$ngkaji aspe$k hukum yang te$rkait 

de$ngan pe$ran pe$me$rintah dae$rah dalam pe$me$liharaan jalan rusak. 

2. Aspe$k lingkungan: Pe$ne$litian ini akan me$ngkaji pe$rmasalahan lingkungan 

yang dihadapi ole$h masyarakat te$rhadap jalan rusak di Kabupate$n 

Bandung. 

Batasan pe$ne$litian ini me$liputi: 

1. Waktu: Nove$mbe$r 2024 s/d De$se$mbe$r 2024 

2. Te$mpat: Pe$ne$litian ini akan dilakukan di Dinas Pe$ke$rjaan Umum dan Tata 

Ruang (DPUTR) Kabupate$n Bandung se$rta dae$rah yang me$ngalami jalan 

rusak di Kabupate$n Bandung. 

3. Subje$k: Pe$ne$litian ini akan me$libatkan Pe$me$rintah Dae$rah Dinas 

Pe$ke$rjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR), pe$me$rintah de$sa, dan 

masyarakat se$kitar. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Me$nge$nai konte$ks gagasan pe$mikiran yang me$njadi landasan atau 

tinjauan dan yang je$las-je$las me$njadi acuan se$jauh mana pe$rmasalahan yang 

te$rkandung dalam te$ks itu ada dan timbul, maka dapat diukur de$ngan cara pe$nulis 

me$nggunakan be$be$rapa te$ori dalam te$ks ini yang  digunakan untuk me$me$cahkan 

pe$rmasalahan di atas, antara lain Te$ori Imple$me$ntasi Ke$bijakan, Te$ori 

Ke$we$nangan, dan Te$ori Siyasah Dusturiyah. 

1. Te$ori Imple$me$ntasi Ke$bijakan 

Se$cara e$timologi imple$me$ntasi me$nurut KBBI me$rupakan 

pe$laksanaan atau pe$ne$rapan. Imple$me$ntasi me$miliki tujuan untuk me$ncapai 

tujuan yang sudah dite$tapkan atau dire$ncanakan. Se$cara te$rminologi 

imple$me$ntasi me$rupakan suatu ke$giatan atau tindakan yang e$rat kaitannya 

de$ngan pe$nye$le$saian suatu tugas atau pe$ke$rjaan, me$lalui sarana untuk 

me$ndapatkan hasil akhir yang diinginkan.
11

 

Me$nurut Danie$l Mazmanian dan Paul Sabatie$r imple$me$ntasi 

me$rupakan pe$laksanaan ke$putusan ataupun ke$bijakan dasar, dalam be$ntuk 

undang-undang, dapat be$rupa pe$rintah-pe$rintah atau ke$putusan e$kse$kutif dan 

ke$putusan pe$radilan. Ke$putusan te$rse$but me$ngide$ntifikasi masalah yang 

dihadapi, me$nye$butkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, se$rta cara 

untuk me$nstrukturkan prose$s imple$me$ntasi.
12

 

Prose$s pe$ngimple$me$ntasian ke$bijakan dipe$ngaruhi ole$h tiga unsur 

diantaranya: adanya program atau ke$bijaksanaan yang dilaksanakan, adanya 

targe$t ke$lompok atau masyarakat yang me$njadi sasaran dan me$ne$rima 

manfaat dari program ke$bijakan te$rse$but, dan unsur pe$laksana (imple$me$nte$r) 

pe$rorangan atau organisasi yang be$rtanggung jawab dalam pe$laksanaan, 

pe$nge$lolaan dan pe$ngawasan prose$s imple$me$ntasi ke$bijakan te$rse$but.
13

 

                                                           
11

 Siska Sulistyorini, Teori Teori Implementasi Dan Adopsinya Dalam Pendidikan, 

Imajinasi Dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam, (Trenggalek: Penerbit Indonesia 

Imaji, 2022), h .90. 
12

 Suparno, Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek : Implementasi Kebijakan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang, Dwiputra Pustaka Jaya, 2017, h. 15. 
13

 Joko Pramono, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, (Surakarta: UNISRI 

Press, 2022), h. 39. 
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Tahapan imple$me$ntasi ke$bijakan me$rupakan tahapan krusial, kare$na 

me$ne$ntukan ke$be$rhasilan se$buah ke$bijakan. Me$nurut Ge$orge$ C. E$dwards 

imple$me$ntasi ke$bijakan dipe$ngaruhi e$mpat variable$ yaitu: komunikasi 

me$mpe$ngaruhi ke$be$rhasilan imple$me$ntasi ke$bijakan agar imple$me$ntor tahu 

apa  yang harus dilakukan, sumbe$r daya dibutuhkan agar imple$me$ntasi 

ke$bijakan be$rjalan de$ngan e$fe$ktif, disposisi me$rupakan watak yang dimiliki 

imple$me$ntor, dan struktur organisasi me$rupakan orang-orang yang be$rtugas 

untuk me$ngimple$me$ntasikan ke$bijakan harus me$mpunyai pe$nge$tahuan 

te$rhadap imple$me$ntasi ke$bijakan.
14

 

Imple$me$ntasi ke$bijakan me$rupakan salah satu prose$s ke$bijakan se$lain 

tahap formulasi dan e$valuasi. Me$nurut Van Me$te$r dan Van Horn me$rupakan 

imple$me$ntasi ke$bijakan se$bagai tindakan yang dilakukan ole$h individu atau 

ke$lompok pe$me$rintah ataupun swasta untuk me$ncapai tujuan yang dite$tapkan 

dalam ke$putusan ke$bijakan se$be$lumnya. Tindakan ini me$ncakup usaha 

me$ngubah ke$putusan me$njadi tindakan ope$rasional untuk me$ncapai 

pe$rubahan dari ke$putusan yang diinginkan. Namun, dalam se$buah ke$putusan 

dari suatu ke$bijakan se$ring kali te$rdapat ke$ndala. Me$nurut Dunsire$ ke$ndala 

dalam me$ngimple$me$ntasikan ke$bijakan dise$but imple$me$ntation gap dimana 

suatu ke$adaan prose$s ke$bijakan se$lalu te$rbuka te$rhadap ke$mungkinan adanya 

pe$rbe$daan antara yang diharapkan antara pe$mbuat ke$bijakan de$ngan apa 

yang dicapai. Pe$rbe$daan te$rgantung dari imple$mtasi organisasi, orang atau 

ke$lompok yang dipe$rcaya untuk me$nge$mban tugas dalam 

me$ngimple$me$ntasikan ke$bijakan te$rse$but.
15

 

Ke$be$rhasilan suatu imple$me$ntasi ke$bijakan dapat diukur atau dilihat 

dari prose$s dan pe$ncapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu : te$rcapai atau 

tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. 

 

 

                                                           
14

 Joko pramono, Implementasi dan Kebijakan Publik, (Surakarta: Dwi Pustaka Jaya, 

2022), h. 40-41. 
15

 Runilawaty Kasmad, Studi Implementasi Kebijakan Publik (Sulawesi Barat: Kedal 

Aksara, 2018), h. 39-40. 
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2. Te$ori Ke$we$nangan 

Dalam te$rminologi hukum Be$landa, istilah we$we$nang disamakan 

de$ngan istilah “be$voe$gdhe$id”. Te$rdapat se$dikit pe$rbe$daan antara ke$dua 

istilah te$rse$but yang timbul dari sifat hukumnya, yakni te$rminologi 

“be$voe$gdhe$id” dipakai baik dalam konse$psi hukum publik atau hukum 

privat, se$dangkan di Indone$sia te$rminologi otoritas atau ke$we$nangan masih 

dipakai dalam konse$psi hukum publik.
16

 Otoritas atau ke$we$nangan 

me$ne$mpati pe$ran pe$nting dalam tinjauan hukum tata ne$gara dan hukum 

administrasi. Jadi, pe$ntingnya posisi ke$kuasaan inilah yang me$mbuat F.A.M. 

Stroik dan J.G. Ste$e$nbe$e$k me$nje$laskan:
17

 “He$t be$grip be$voe$gdhe$id is and 

ook e$e$n ke$mbe$rgrip in he$t staats e$n administratie$f re$cht”.  (Ke$kuasaan 

adalah konse$p dasar hukum tata ne$gara dan hukum administrasi). 

Te$rminologi otoritas atau ke$we$nangan disamakan de$ngan “authority” 

dalam bahasa Inggris. Dalam Black's Law Dictionary, we$we$nang 

dide$finisikan se$bagai Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan 

se$bagai Le$gal powe$r; a right to command or to act; the$ right and powe$r of 

public office$rs to re$quire$ obe$die$nce$ to the$ir orde$rs lawfully issue$d in scope$ 

of the$ir public dutie$s.
18

 (Ke$we$nangan atau we$we$nang ialah ke$kuasaan yang 

sah, hak untuk me$mbe$ri pe$rintah atau be$rtindak; hak atau we$we$nang pe$jabat 

publik untuk me$naati ke$te$ntuan undang-undang dalam me$laksanakan fungsi 

public). 

Me$nurut landasan ne$gara hukum, yaitu asas le$galitas (le$galite$its 

Be$ginse$le$n atau we$tmatighe$id van be$stuur), ke$kuasaan ne$gara be$rsumbe$r 

dari norma hukum me$nurut asas te$rse$but. Dalam lite$ratur hukum 

administrasi, ada dua cara me$ncapai ke$kuasaan publik, yaitu: alokasi dan 

                                                           
16

 Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, (Surabaya: Yuridika, 1997), h. 1. 
17

 F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek, Inleiding in het Staat en Administratief Recht, 

(Alphen aan den Rijn: Samson HD Tjeenk Willink, 1985), h. 26. 
18

 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (St Paul Minn: West Publishing, 

1990), h. 133. 
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de$le$gasi; adakalanya mandat diposisikan se$bagai sarana yang je$las untuk 

me$ndapatkan ke$kuasaan.
19

 

De$mikian pula se$gala tindakan pe$me$rintah diasumsikan didasarkan 

pada ke$we$nangan yang sah. Tanpa ke$we$nangan yang sah, se$orang pe$mimpin 

atau le$mbaga pe$me$rintah tidak bisa me$njalankan urusan pe$me$rintahan. 

Ke$kuasaan yang sah adalah atribut dari se$tiap pe$mimpin dan se$tiap 

pe$rusahaan. Ke$kuasaan yang sah dapat dibe$dakan dari sumbe$rnya timbul atau 

dipe$role$hnya me$njadi tiga je$nis ke$kuasaan, yaitu Atribut, De$le$gatif, dan 

Mandat, yang bisa diuraikan se$bagai be$rikut.
20

 

1) Ke$kuasaan Atribut  

Ke$kuasaan atribut pada umumnya dibatasi atau be$rawal dari  

pe$mbagian tanggung jawab yang diatur dalam ke$te$ntuan hukum. 

Pe$ne$gakan, dalam pe$laksanaan we$we$nang yang dide$le$gasikan, 

dilakukan se$cara e$ksklusif ole$h pe$mimpin atau badan yang dite$ntukan 

dalam pe$raturan dasar. Ke$we$nangan pe$mbagian tanggung jawab te$rle$tak 

pada pe$mimpin atau badan yang dise$butkan dalam ke$te$ntuan pokok.   

2) Ke$kuasaan De$le$gatif 

Pe$rpindahan ke$kuasaan de$le$gatif te$rjadi me$lalui pe$ralihan ke$kuasaan 

ne$gara dari  suatu badan ke$ badan lain be$rdasarkan ke$te$ntuan hukum. 

Ke$tika me$nde$le$gasikan we$we$nang, tanggung jawab dan tanggung gugat 

dialihkan untuk me$re$ka yang dide$le$gasikan we$we$nangnya, dan untuk 

orang yang dide$le$gasikan.   

3) Ke$kuasaan Mandat 

Ke$kuasaan mandat adalah we$we$nang yang tampak dari suatu 

prose$dur atau tata cara pe$limpahan we$we$nang dari pe$mimpin atau 

we$we$nang yang makin tinggi ke$pada pe$mimpin atau we$we$nang yang 

makin re$ndah. Dalam inte$raksi se$hari-hari antara pe$mimpin dan 

anggotanya, te$rdapat otoritas koe$rsif ke$cuali jika dilarang se$cara te$gas. 

                                                           
19

 Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, 

(Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), h. 70. 
20

 Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, 

(Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), h. 70-75. 
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3. Te$ori Siyasah Dusturiyah 

Se$cara bahasa siyasah be$rasal dari kata  ساس – يسىس – سياسة  (sasa, 

yasusu, siyasatan) yang be$rarti me$ngatur, me$ngurus dan me$me$rintah atau 

pe$me$rintahan, politik dan pe$mbuatan ke$bijaksanaan. Pe$nge$rtian se$cara 

ke$bahasaan ini me$ngisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah me$ngatur dan 

me$mbuat ke$bijaksanaan atas se$suatu yang be$rsifat politis untuk me$ncapai 

se$suatu.
21

 Se$cara te$rminologis, Abdul Wahhab Khallaf me$nde$finisikan 

bahwa siyasah adalah pe$ngaturan pe$rundang-undangan yang diciptakan untuk 

me$me$lihara ke$te$rtiban dan ke$maslahatan.
22

 

Siyasah Dusturiyah atau Ilmu Administrasi Ne$gara Islam adalah ilmu 

yang me$mpe$lajari konse$p ke$tatane$garaan yang me$liputi hukum ne$gara dan 

norma hukum lainnya, pe$raturan pe$rundang-undangan atau pe$nciptaan norma 

hukum, dan le$mbaga yang me$laksanakan norma hukum te$rse$but. Siyasah 

Duturiyah se$bagai salah satu cabang dari Fiqh Siyasah tidak le$pas dari dua 

hal pokok, yaitu pe$rtama, Dalill Kulliy yang te$rkandung dalam Al-Qur’an dan 

Hadits se$rta Maqashid Syari'ah dan ajaran Islam te$ntang tata ke$lola 

masyarakat, dan ke$dua te$ntang Asas yang bisa me$mbawa pe$rbaikan pada 

situasi dan kondisi  masyarakat.
23

 

Dalam sudut pandang Siyasah Dusturiyah, tujuan pe$ne$litian ialah 

untuk me$mbahas ke$bijakan apa saja yang dicapai ole$h suatu pe$me$rintah yang 

be$rtujuan untuk me$njamin ke$se$jahte$raan dan ke$maslahatan warga ne$garanya. 

Se$pe$rti yang te$rcantum dalam kaidah Fiqih Siyasah yang me$nyatakan:
24

 

 المصلحة العامة مقذمة علً المصلحة الخاصة

Artinya: “Ke$mashlahatan Umum didahulukan daripada ke$mashlahatan 

khusus” 

                                                           
21

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. Ke-2, 

(Jakarta: Kencana, 2016), h. 3. 
22

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. Ke-2, 

(Jakarta: Kencana, 2016), h. 4. 
23

 A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari’ah, Cet. Ke-5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h. 47. 
24

 Achmad Musyahid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah 

Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutan Bil Maslahah, Al-Daulah, Volume. 10 No. 2, 2021, h. 125. 
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Kaidah di atas me$ne$rangkan bahwa pe$me$rintah harus me$ndahulukan 

dan me$ngutamakan ke$maslahatan umum dari pada ke$maslahatan khusus. 

Pada konse$psi Fiqh Siyasah, ke$maslahatan timbul akibat adanya dampak 

positif dan nyata atas ke$be$radaan pe$me$rintah, ne$gara, dan pe$nguasa te$rhadap 

te$rwujudnya ke$se$jahte$raan dan ke$maslahatan masyarakat  atas dasar 

ke$pe$ntingan be$rsama, ole$h kare$na itu pe$me$rintah me$nge$luarkan pe$raturan ini 

agar ke$pe$ntingan masyarakat se$te$mpat dapat dihormati dan dilaksanakan.
25

 

Aturan yang dibuat ole$h pe$me$rintah te$ntunya didasarkan pada re$le$vansi 

be$rsama-sama yang apabila dilaksanakan me$sti se$jalan atas apa yang pe$rlu 

dipe$role$h pe$me$rintah yaitu ke$se$jahte$raan dan ke$maslahatan warga 

ne$garanya. 

Apabila aturan te$rse$but te$lah dijalankan ole$h pe$me$rintah pusat yang 

ke$mudian me$mbe$rikan otonomi ke$pada se$tiap pe$me$rintah dae$rah untuk 

me$ngatur rumah tangganya se$ndiri lalu dari pe$me$rintah dae$rah me$me$nuhi 

se$tiap ke$butuhan masyarakat ke$mudian masyarakatpun ikut be$rpe$ran dalam 

me$me$lihara apa-apa yang me$njadi tugasnya yaitu ikut be$rpartisipasi dalam 

me$njaganya itu. Kare$na Allah te$lah me$ne$gaskan dalam Al-Qur’an bahwa 

manusia dipe$rintahkan untuk me$njaga dan me$le$starikan bumi dan tidak bole$h 

me$mbuat ke$rusakan didalamnya. Firmannya yaitu: 

كَسَبتَْ أيَْذِي ٱلنَّاسِ لِيذُِيقهَُم بعَْضَ ٱلَّذِي عَمِلىُا۟ لعَلََّهُمْ ظَهَرَ ٱلْفسََادُ فًِ ٱلْبرَِّ وَٱلْبحَْرِ بمَِا 

 يرَْجِعىُنَ 

Artinya: 

“Te$lah tampak ke$rusakan di darat dan di laut dise$babkan pe$rbuatan tangan 

manusia; Allah me$nghe$ndaki agar me$re$ka se$bagian dari (akibat) 

pe$rbuatan me$re$ka, agar me$re$ka ke$mbali (ke$ jalan yang be$nar).” (Q.S. Ar-

Rum (30):41). 

Te$ori Maslahah Mursalah ialah konse$p yang me$njadi landasan 

panduan normatif. Pada te$ori ini, me$todologi kine$rja pada dasarnya 

didasarkan pada e$mpat prinsip. Yang pe$rtama adalah bahwa undang-undang 

                                                           
25

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam 

Sejak Muhammad SAW. hingga Al Khulafa Ar Rasyidun), Cet. Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), h. 27. 
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diciptakan untuk me$ncapai dan me$mpe$rtahankan manfaat bagi masyarakat 

dan untuk me$nce$gah ke$rugian. Ke$dua, se$tiap aturan yang dite$guhkan 

haruslah me$ngarah atas ke$maslahatan, se$hingga ke$tika dite$mukan 

ke$maslahatan, maka te$rdapat juga hukum Islam. Ke$tiga, ke$untungan kole$ktif 

harus diutamakan daripada ke$untungan individu. Ke$e$mpat, manfaat 

dinyatakan ole$h masyarakat be$ke$rjasama de$ngan pe$me$rintah dalam diskusi 

untuk me$ne$tapkan manfaat be$rsama.
26

 

Se$cara Ushul Fiqih te$ori al-Maslahah al-Mursalah adalah satu 

pre$stasi yang tidak me$mpunyai dasar pe$mbuktian, namun tidak ada yang 

me$nghalanginya untuk dibatalkan atau dice$gah. Se$se$orang dapat 

me$ngucapkan “al-maslahah al-mursalah” apabila ada suatu pe$rkara yang 

be$lum ada ke$pastian syariatnya dan tidak ada illat di luar syariat yang dapat 

me$mbe$rikan ke$pastian hukum dalam pe$rkara te$rse$but. Ole$h kare$na itu, 

me$ne$mukan se$suatu yang se$suai syara atas dasar pe$rilaku me$rugikan atau 

de$monstrasi suatu ke$maslahatan adalah suatu ke$niscayaan. Ole$h kare$na itu, 

tujuan dari al-Maslahah al-Mursalah adalah ke$manfaatan, yaitu me$njauhi 

ke$burukan dan me$njaga ke$manfaatan. 

Maslahah mursalah se$bagai me$tode$ hukum yang me$mpe$rtimbangkan 

adanya ke$manfaatan yang me$mpunyai akse$s se$cara umum dan ke$pe$ntingan 

tidak te$rbatas, tidak te$rikat. De$ngan kata lain maslahah mursalah me$rupakan 

ke$pe$ntingan yang diputuskan be$bas, namun te$tap te$rikat pada konse$p 

syari’ah yang me$ndasar. Kare$na syari’ah se$ndiri ditunjuk untuk me$mbe$rikan 

ke$manfaatan ke$pada masyarakat se$cara umum dan be$rfungsi untuk 

me$mbe$rikan ke$manfaatan dan me$nce$gah ke$mazdaratan (ke$rusakan). 

Ke$mudian me$nge$nai ruang lingkup be$rlakunya maslahah mursalah 

dibagi atas tiga bagian yaitu: 

1) Al-Maslahah al-Daruriyah, (ke$pe$ntingan-ke$pe$ntingan yang e$se$nsi dalam 

ke$hidupan) se$pe$rti me$me$lihara agama, me$me$lihara jiwa, akal, 

ke$turunan, dan harta. 

                                                           
26

 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Duturiyah), Cet. 1, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 75. 
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2) Al-Maslahah al-Hajjiyah, (ke$pe$ntingan-ke$pe$ntingan e$se$nsial di bawah 

de$rajatnya al-maslahah daruriyyah), namun dipe$rlukan dalam ke$hidupan 

manusia agar tidak me$ngalami ke$sukaran dan ke$se$mpitan yang jika tidak 

te$rpe$nuhi akan me$ngakibatkan ke$rusakan dalam ke$hidupan, hanya saja 

akan me$ngakibatkan ke$se$mpitan dan ke$sukaran baginya.  

3) Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (ke$pe$ntingan-ke$pe$ntingan pe$le$ngkap) yang 

jika tidak te$rpe$nuhi maka tidak akan me$ngakibatkan ke$se$mpitan dalam 

ke$hidupannya, se$bab ia tidak be$gitu me$mbutuhkannya, hanya se$bagai 

pe$le$ngkap atau hiasan hidupnya.
27

 

Dalam me$ncapai ke$maslahatan umat haruslah te$rjamin dan te$rpe$lihara 

de$ngan baik. Se$hingga se$suai de$ngan maqashid syari’ah, yaitu: 

1) Me$me$lihara agama (hifdh al-din);  

2) Me$me$lihara jiwa (hifdh al-nafs); 

3) Me$me$lihara akal (hifdh al-aql); 

4) Me$me$lihara ke$turunan (hifdh al-nasl);   

5) Me$me$lihara harta (hifdh al-mal);  

Dalam konteks maqashid syari’ah, kemaslahatan tidak hanya berarti 

manfaat atau keuntungan duniawi, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan 

kebaikan di akhirat. Hukum-hukum Islam, baik yang wajib maupun sunnah, 

pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Jika 

suatu hukum tidak memberikan kemaslahatan atau bahkan menimbulkan 

kemadharatan, maka hukum tersebut perlu dikaji ulang. 

Te$ori-te$ori ataupun konse$p di atas me$rupakan dasar pe$mbe$ntukan 

se$kaligus me$njadi alat ve$rifikasi ke$rangka pe$mikiran pe$nulis te$rhadap 

pe$ne$litian ini, yang mana apabila di paparkan dalam pe$ta konse$p se$bagai 

be$rikut. 

 

 

 

                                                           
27

 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih, 

Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424. 
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Kerangka Pemikiran 

Pe$me$liharaan Jalan Rusak Ole$h Dinas Pe$ke$rjaan Umum dan 

Tata Ruang (DPUTR) 

 

 

  

 

 

 

 

 

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

Be$rdasarkan pe$rmasalahan yang dianalisis dalam pe$ne$litian ini yaitu 

pe$me$riksaan pe$me$liharaan jalan di Kabupate$n Bandung ole$h Dinas Pe$ke$rjaan 

Umum dan Tata Ruang se$suai de$ngan Pe$raturan Dae$rah  Nomor 23 Tahun 2016 

te$ntang Pe$me$liharaan Jalan di Kabupate$n Bandung Pe$rspe$ktif Siyasah 

Dusturiyah. Ke$mudian dile$ngkapi de$ngan be$be$rapa pe$ne$litian te$rdahulu te$rkait 

pe$mbahasan te$rse$but, antara lain se$bagai be$rikut: 

1. Pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Irma Humairoh (2014), de$ngan judul 

pe$ne$litian “Pe$laksanaan Tugas Pe$me$rintah Kabupate$n Sume$dang Dalam 

Pe$me$liharaan Jalan Di De$sa Jatime$kar Se$suai De$ngan Undang-Undang No. 

38 Tahun 2004 Ditinjau Dari Pre$spe$ktif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di 

De$sa Jatime$kar, Ke$camatan Situraja Kabupate$n Sume$dang)”. 

Undang-undang No. 38 te$tang Jalan me$rupakan ke$bijakan yang te$lah 

dite$tapkan dalam me$nangani pe$me$liharaan pe$mbangunan jalan. Dalam 

undang te$rse$but te$lah dise$butkan bahwa me$nge$nai pe$me$liharaan jalan yang 

dibe$rikan ke$wajiban untuk pe$me$liharaan pe$mbangunan se$suai de$ngan pasal 1 

Pe$raturan Dae$rah Kabupate$n Bandung Nomor 23 Tahun 2016 

Te$ntang Pe$nye$le$nggaraan Jalan 

Te$ori Imple$me$ntasi Ke$bijakan 

Te$ori Ke$we$nangan 
Te$ori Siyasah Dusturiyah 

Te$rpe$liharanya Kondisi Infrastruktur Jalan Di Kabupate$n Bandung Yang 

E$fisie$n Untuk Me$ningkatkan Kualitas Jaringan Jalan Dalam Jangka Panjang 

De$mi Te$rciptanya Ke$maslahatan Masyarakat. 
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adalah pe$me$rintah pusat yang ke$mudian me$mbe$rikan ke$we$nangan ke$pada 

pe$me$rintah dae$rah khususnya di Kabuapte$n Sume$dang itu se$ndiri untuk 

me$ngurusi rumah tanggnya. Hal te$rse$but dite$gaskan ke$mbali ole$h PP No. 34 

Tahun 2006 te$ntang jalan. Ke$mudian se$te$lah dike$luarkannya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Te$ntang Pe$me$rintah Dae$rah se$hingga 

pe$me$rintah dae$rah se$makin le$luasa dan le$bih be$rtanggung jawab dalam 

me$ngurusi se$gala aspe$k pe$rmasalahan yang ada dalam dae$rahnya. Dari hasil 

pe$ne$litian dapat disimpulkan bahwa pe$rsamaan de$ngan pe$ne$litian pe$nulis 

bahwa pe$laksanaan pe$me$rintah dalam me$re$alisasikan pe$me$liharaan jalan 

masih be$lum maksimal dise$babkan kare$na te$rjadinya dana yang se$dikit 

se$hingga dalam pe$laksanaan pe$me$liharaan jalan be$lum maksimal dan 

me$ngalami ke$te$rlambatan dalam me$re$alisasikannya dan konse$pan asas yang 

te$rcantum dalam Pe$raturan Dae$rah Kabupate$n Bandung Nomor 23 Tahun 

2016 se$suai de$ngan Konse$p Siyasah Dusturiyah yaitu untuk me$ncapai 

ke$se$jahte$raan dan ke$maslahatan masyarakat. Pe$rbe$daannya yaitu 

pe$ngimple$me$ntasian pe$raturan pe$rundang-undangannya dan lokasi 

pe$ne$litian. 

2. Pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Ali Rohman (2021), de$ngan judul “Tinjauan 

Fiqh Siyasah Te$rhadap Pe$laksanaan Fungsi Dan Tanggung Jawab 

Pe$layanan Pe$rbaikan Prasarana Jalan Di Kabupate$n Way. (Studi Pada 

Dinas Pe$ke$rjaan Umum Kabupate$n Way Kanan, Provinsi Lampung)”. 

Dinas Pe$ke$rjaan Umum me$rupakan instansi yang be$rge$rak dalam 

pe$mbangunan dan pe$me$liharaan fasilitas jalan dan pe$ngairan yang baik bagi 

masyarakat. Jika dilihat de$ngan kondisi lapangan, jalan di Kabupate$n Way 

Kanan jalan kota masih banyak yang be$lum dipe$rbaiki dan tidak dapat 

dise$but se$bagai prasarana yang layak bagi masyarakat Kabupate$n Way 

Kanan. Hasil pe$ne$litian dari ini bahwa pe$laksanaan tugas fungsi dan 

tanggung jawab ke$rja dalam pe$layanan pe$rbaikan infrastruktur jalan ole$h 

Dinas pe$ke$rjaan Umum di Kabupate$n Way Kanan be$lum be$rjalan de$ngan 

maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya jalan yang me$ngalami 
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ke$rusakan dalam kurun waktu yang lama. Tinjauan fiqh siyāsah te$rhadap 

pe$laksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab ke$rja dalam pe$layanan 

pe$rbaikan infrastruktur jalan ole$h Dinas pe$ke$rjaan Umum di Kabupate$n Way 

Kanan be$lum se$suai de$ngan fiqh siyasah, kare$na te$rkait pe$rmasalahan pada 

pe$ndistribusian yang masih be$lum te$pat sasaran. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa Dinas pe$ke$rjaan Umum di Kabupate$n Way Kanan be$lum be$rpe$ran 

de$ngan baik dalam pe$mbangunan. 

3. Pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Pingkan Rachmadani Kristiawan, Dyah 

Adriantini Sintha De$wi dan  Suharso (2020), de$ngan judul “Imple$me$ntasi 

Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 34 Tahun 2006 Te$ntang Jalan Be$rkaitan 

De$ngan Pe$me$liharaan Jalan (Studi Kasus Jalan yang Me$njadi Ke$we$nangan 

Kabupate$n Mage$lang)”. 

Jalan se$bagai salah satu prasarana transportasi yang me$rupakan urat 

nadi ke$hidupan masyarakat me$mpunyai pe$ranan pe$nting dalam usaha 

pe$nge$mbangan ke$hidupan be$rbangsa dan be$rne$gara. Dalam ke$rangka 

te$rse$but, jalan me$mpunyai pe$ranan untuk me$wujudkan sasaran pe$mbangunan 

se$pe$rti pe$me$rataan pe$mbangunan dan hasil-hasilnya, pe$rtumbuhan e$konomi, 

dan pe$rwujudan ke$adilan sosial bagi se$luruh rakyat Indone$sia. Te$rkait 

ke$wajiban Pe$me$rintah Dae$rah se$bagai pe$nye$le$nggara jalan me$mpunyai tugas 

dan tanggung jawab untuk me$me$lihara jalan se$suai de$ngan ke$we$nangannya, 

Tujuan pe$ne$liti ini untuk me$nganalisis Imple$me$ntasi Pe$raturan Pe$me$rintah 

Nomor 34 Tahun 2006 Te$ntang Jalan di Bidang Bina Marga Dinas Pe$ke$rjaan 

Umum Dan Pe$nataan Ruang Kabupate$n Mage$lang Be$rkaitan De$ngan 

Pe$me$liharaan Jalan yang me$njadi ke$we$nangan Kabupate$n Mage$lang. Tujuan 

te$rse$but me$njadi pe$rsamaan de$ngan pe$ne$litian pe$nulis dan pe$nde$katan yang 

digunakan kualitatif de$ngan me$tode$ analisis de$skriptif. Pe$rbe$daan pe$ne$litian 

ini yaitu pe$ngimple$me$ntasian pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rbe$da 

dan tidak ditinjau dari pe$rspe$ktif siyasah dusturiyah. 
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4. Pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Hilmi Ainul Fajar, Mohammad Mas’ud Said 

dan Hayat (2023), de$ngan judul "Imple$me$ntasi Pe$me$liharaan Dan Pe$nilikan 

Jalan Kabupate$n Di Dinas Pe$ke$rjaan Umum Bina Marga Kabupate$n 

Malang" 

Upaya pe$laksanaan ke$bijakan te$ntang pe$me$liharaan dan pe$nilikan jalan 

be$rguna untuk me$mbe$rikan ke$nyamanan dan ke$te$rtiban masyarakat 

pe$ngguna jalan se$suai de$ngan Pe$raturan Me$nte$ri Pe$ke$rjaan Umum Nomor 13 

Tahun 2011 Te$ntang Tata Cara Pe$me$liharaan dan Pe$nilikan Jalan. Upaya 

pe$laksanaan ke$bijakan te$rse$but se$bagai pe$mbe$rian pe$layanan be$rupa 

pe$rbaikan, pe$nce$gahan kondisi jalan agar tidak me$ngalami ke$rusakan. Tujuan 

dari pe$ne$litian ini adalah untuk me$nge$tahui pe$laksanaan pe$me$liharaan dan 

pe$nilikan jalan yang se$suai de$ngan Pe$raturan Me$nte$ri Pe$ke$rjaan Umum 

Nomor 13 Tahun 2011 Te$ntang Tata Cara Pe$me$liharaan dan Pe$nilikan Jalan . 

Pe$ne$litian ini me$rupakan pe$ne$litian kualitatif pe$nde$katan de$skriptif. Hasilnya 

me$nunjukkan bahwa imple$me$ntasi ke$bijakan pe$me$liharaan jalan di 

Kabupate$n Malang te$rhambat ole$h ke$kurangan te$rse$but kuantitas dan kualitas 

sumbe$r daya manusia dan sumbe$r daya financial. Kurangnya sumbe$r daya 

manusia yang be$rkompe$te$n dan minimnya sumbe$r daya finansial be$rdampak 

pada jalannya pe$laksanaan ke$bijakan pe$me$liharaan jalan. Dari hambatan 

te$rse$but be$rdampak pada hasil pe$laksanaan pe$me$liahraan jalan tidak se$suai 

yang diharapkan. Namun dibalik itu pe$me$rintah Dinas Pe$ke$rjaan Umum Bina 

Marga te$lah me$nunjukkan re$spon yang cukup maksimal dalam pe$me$liharaan 

jalan di Kabupate$n Malang. Dukungan masyarakat pulalah yang me$njadi 

motivasi bagi pe$me$rintah Dinas Pe$ke$rjaan Umum Bina Marga Kabupate$n 

Malang me$laksanakan ke$bijakan pe$me$liharaan jalan. Pe$rsamaan pe$ne$litian 

ini yaitu me$mbahas me$nge$nai pe$me$liharaan jalan ole$h Dinas Pe$ke$rjaan 

umum. Pe$rbe$daannya yaitu pe$ne$litian ini me$makai  Pe$raturan Me$nte$ri 

Pe$ke$rjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Te$ntang Tata Cara Pe$me$liharaan 

dan Pe$nilikan Jalan dan tidak ditinjau dari pe$rspe$ktif siyasah dusturiyah.  
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5. Pe$ne$litian dilakukan ole$h Rachmi Yulianti dan Budi Hasanah (2018), de$ngan 

judul "Imple$me$ntasi Program Pe$me$liharaan Jalan Di Dinas Pe$ke$rjaan 

Umum Dan Pe$nataan Ruang (PUPR) Di Kabupate$n Pande$glang" 

Pe$ne$litian ini be$rtujuan untuk me$nge$tahui Imple$me$ntasi Program 

Pe$me$liharaan Jalan Dinas Pe$ke$rjaan Umum dan Pe$nataan Ruang (PUPR) 

Kabupate$n Pande$glang (Studi kasus Ke$camatan Pande$glang). Me$tode$ 

pe$ne$litian ini adalah kualitatif de$skriptif. Te$knik pe$ngumpulan data yang 

digunakan adalah: Wawancara, obse$rvasi, dokume$ntasi. Lokasi pe$ne$litian 

Dinas Pe$ke$rjaan Umum dan Pe$nataan Ruang (PUPR) Kabupate$n Pande$glang 

dan Ke$camatan Pande$glang. Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian dapat disimpulkan 

bahwa: Imple$me$ntasi program Pe$me$liharaan Jalan di Dinas Pe$ke$rjaan Umum 

dan Pe$nataan Ruang (PUPR) Kabupate$n Pande$glang (Studi kasus Ke$camatan 

Pande$glang) sudah be$rjalan de$ngan baik kare$na program yang dire$ncanakan 

sudah dire$alisasikan tahun 2017 dan dise$suaikan de$ngan anggaran yang 

dibe$rikan ke$pada Dinas PUPR te$tapi me$mang tidak se$mua bisa dilaksanakan 

pe$me$liharaan. Faktor pe$ndukung yaitu ke$mungkinan adanya pe$mbiayaan 

infrastruktur yang bisa di dapatkan tidak hanya dari APBD tapi adanya 

bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, bantuan dari provinsi 

se$rta sumbe$rdaya manusia dan aturan yang be$rlaku. Faktor pe$nghambat dari 

imple$me$ntasi te$ntu anggaran yang kurang te$tapi ruas jalan banyak yang harus 

ditangani se$hingga tidak ce$pat ditanganinya, cuaca yang tidak disangka bisa 

me$mpe$rlambat pe$rbaikan. Pe$rsamaan pe$ne$litian ini yaitu pe$me$liharaan jalan 

ole$h dinas pe$ke$rjaan umum dan Pe$nataan ruang (PUPR) dan me$tode$ yang 

digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif. Pe$rbedaannya yaitu tidak me$makai 

pe$raturan pe$rundang-undangan dan tidak ditinjau dari pe$rspe$ktif siyasah 

dusturiyah. 


